BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Tindakan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
dimaksudkan untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik anak agar
mental dan spiritual anak lebih terdidik sehingga prilaku menyimpang anak dapat
menjadi lebih baik. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak,
dan memberikan suatu tindakan yang dapat memajukan atau mengembangkan
anak. tindakan tersebut diberikan dengan cara seperti yang tertuang dalam
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yaitu menempatkan anak pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan
bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja namun
lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan
spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan. Anak
yang berkonflik dengan hukum dalam posisi anak sebagai pelaku tindak pidana
selain membutuhkan perlindungan dan keamanan diri juga memerlukan proteksi

berupa tindakan edukatif.

2. Saran
Tindakan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat
diperlukan untuk mengembalikan mental anak lebih terdidik sehingga prilaku

menyimpang anak menjadi lebih baik. Sudah saatnya pemerintah mulai membuat
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program-program yang bersifat edukatif sebagai ganti dari penjatuhan sanksi
pidana penjara dengan dibangun lebih banyak tempat pendidikan bagi anak yang
berkonflik dengan hukum, seperti sekolah, pesantren atau tempat keagamaan yang
sejenisnya, dan memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam

menangani kasus anak bagi para aparat penegak hukum.
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